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Abstract

Tivs resedrch s focused on the s5we of superision of Jaman &5 4 realization of Comral Govermmeant
Aty over special autonanty i Nangroe Acah Dangssalam. This resedrch wses analviic desoriplive
method wihich gives dusiration an scope snd opioin of Be Cantral Governmen sUpanision over
Gamun i Nangroe Aceh Darussalam, Ths resaarch wsed gmidical normative method as well through
legisiation aomroach This reseanch concludes fhat for the pupose of supennsary. Cantral Gaveriment
may suspend or amau Qanurt i ihe evert of contradiction e the refated legislation. Preventive
SUpEYSR & gerormed an e Regiona’ Govermet policy winch requiates revenue budgel and
el axpendinee, regiandl [y, and oifer reguiation (hal may caise gl ecomical cos!

Ky wardy ¢ (Clanen, repional poverumens, [hermsion

Abstrak

Peneiitian ini difckuskan pada persoalan pengawasan lerhadao Qanun sebagal perwujudan wewenang
Femerintah Pusal lerhadap atonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Peneliian ini adalzh
menggunakan metode deskriptif analitis, vaitu penafitian yang memberikan suatu gambaran menganai
ruang lingkup dan fingauan tentang pengawasan Pemerintah Pusat terhedap Clanun di Nanggros
aceh Darussalam. Penelifian ini juga menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Pensaitian inl menyimpulkan bahwa dalam rangka pengawasan, Pemenintah
Pusat dapat menangguhkan atau membatalkan Qanun fka benentangan dengan peraturan parundang-
undangan yang mengatiernya. Pengawasan preventlf dilakukan ferhadap kebijakan Pemerintah Daerah
yang mengatur anggaran pendapgatan dan belanja daerah, pajak daerah, peratueran lan yang dapat
mammbulkan ekonomi biaya tinggi.

Kata kunet : (laman, pemerineah dacrah, PEnERWISAN
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Pendahuluan

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945
vang kemudian pasal ini diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakvat {MPE)
pada tanggal 18 Agustus 2000, Pasal 18 avat (1) UUD 45 menegaskan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NERI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, vang diatur dengan undang-undang,
Menurut Jimly Asshiddigie, istilah "dibagt atas” dimaksudkan untuk menegaskan
bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersifat hirvarkis dan vertikal |
Adapun tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapal
di dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (1} vang mengatakan bahwa : Hubungan
wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten,
dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. [hjelaskan oleh
limly Asshiddigie, bahwa yvang dimaksud dengan “kekhususan daerah” adalah
kekhususan atau kelstimewaan vang terdapat di masing-masing daerah, sedanghkan
keragaman daerah adalah keragaman antar daerah vang satu dengan daerah lain
vang masing-masing berbeda-beda satu sama lain’

Adanva otonomi daerah itulah vang mengakibatkan daerah berlomba-lomba
unfuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Peraturan
Darah (Perda), terutama Perda tentang, i‘.l:;liuk dacrah dan fetrebusi dacealh. D sisi
vang lain, ada sebagian masyarakat di daerah vang menghendaki daerahnya
melahirkan Merda-perda yang bernuansa syariah semakin marak, ﬂ&hingga
menimbulkan sikap pro dan kontra®

Penelitian ini difokuskan untuk melakukan pembahasan tentang pengawasan
terhadap Quinur sebagai perwujudan wewenang Pemerintah Pusat terhadap otonomi
khusus di Nangproe Aceh Darussalam (untuk selanjutnya ditulis NAD). Kekhususan

daerah otonom di NAD meliputi kewenangan-kewenangan sebagai berikut* 1.

! Timly Asshiddigic, Kemaddes Nockad LTI P04 stefald prevdeatan drremsel, Posat Stuch Hukorn Tata Megara,
FH U, Fabsirta, 2002 him. 21

Tt bl 23

D ilubimmad Al “Perds Hemmuansa Svanab dan Hubungginnva denpon Kopsuoos, skl dakimn Joeeg!
Nk Yir Sy Do, FH UL, Bal Vol 17 Joovusr 2000, Jilms, 120

Padal Thayan (25 dan Pasal 17 apat £23 UL o, 11 Talin 2006
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penvelengparaan kehidupan beragama rakyat NAL harus dilandasi oleh ajaran Isiam
sebagai pedoman dalam pembuatan (ann. 20 kekhususan NAD lainnya adalah
tentang kedudukan hukum adat Jdi NAD; 3. penvelenggaraan pendidikan vang
berlandaskan ajaran Islam; 4. peran ulama dalam kehidupan rakyat Aceh, sehingga
harus disertakan dalam setiap pembuatan kebijakan daerah (Jariron).

Berdazarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayvat (3) disebutkan, bahwa Aceh adalah
Provinsi vang merupakan kesatuan masyarakat hukum vang bersifat istimewa dan
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendirl urusan
pemerintahan dan kepentingan masvarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, vang
dipimpin oleh secrang Gubernur®

Ketentuan pasal di atas menegaskan tentang kedudukan NAL sebagat snatu
provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnyva disebut
MERI yang bersitat khusus, Kemudian dalam penjelasan umuom® menyebutkan
bahwa sistem penvelenggaraan pemerintahan NKR] menurut UUD 1945 mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah vang bersifat khusus atau
bersitat istimewa, Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh
sebagai satuan pemerintahan daerah vang bersifat istimewa dengan otonomi khusus,
terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki
ketahanan dan dava juang tinggl, Hal-hal yvang mendasar di atas menyebabkan
kekhususan bagi daerah NAD vang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam

Careein.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahannya
sebagai berikut: Pertama, bagaimana kedudukan Qanun dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Kedua,
bagaimana mekanisme pengawasan Pemnerintah Pusat terhadap Quain di Nanggroe
Aceh Darussalam ? Kefign, apa konsekuensi hukum dari pengawasan Pemerintah

Pusat terhadap Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam 7

"Pazal | ayar (2) UU Mol eabon 2006
UL Bin 11 Tabun 3006
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Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, kedudukan Qanua dalam
sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kedua,
mekanisme pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Canun di Nanggroe Aceh
Darussalam. Kefige, konsekuensi hukum dari pengawasan Pemerintah Pusat

terhadap Uanun di Nanggroe Aceh Darussalam

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis,
vaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran atau uraian mengenai ruang
lingkup dan tinjauan tentang pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Qannr di NAD,
Metode vang digunakan adalah metode yuridis normatit dengan diserfai dengan

pendekatan perundang-undangan.’

Hasil dan Pembahasan

Megara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi

Pada negara yang berbentuk kesatuan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab
untuk menjamin keutuhan negara kesatuan, karenanva harus dapat menjamin
pelavanan vang sama atau keseragaman kepada seluruh rakyat (asas uniformitas),
sehingga karena tanggung jawabnya ini penyelenggaraan Pemerintah Pusat

cenderung bersifat sentralistik . Menurat Strong inti dari negara kesatuan adalah:

The essence of @ umitary shafe 15 Hinl the sovereigniy s undivided, or, in other words, that
the powvers of centval government are unrestricted, for the conshilubion of a umtary state
does not admit of any other lio-making body than the central one® (Hakikat negara
kesatuan adalah negara vang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain,
negara vang kekuasaan pemerintah pusatnyva tidak terbatas karena konstitusi
negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain
badan pembuat undang-undang pusat).

'Uramn tentang pensbekatnn dalam penclingn hikam nosmanf, Blvar Petes Mahanuod Alaceuki, Pessdivay Hodwes,
Ceth, Kedun, Preaada :‘-.!:d.u:__]ak.um. 2HMG

* Bagnr Manan, Hl:.'.'i'.'.-.q_g.f.'e.-1|.-r.:.'.-.-.' Puerat v Dlarrh Meageer LTHD 7S, Pustska Suar Harapan, Jakaem, 1994,
hlem, 17
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Indonesia adalah bentuk negara kesatuan dengan memakai sistem
desentralisasi, hal ini juga terdapat di dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun
2004 vang mengatakan bahwa : negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan
vang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya,
dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menvelenggarakan otonomi daerah

Dresentralisasi sebagai suatu sistem vang dipakai dalam bidang pemerintahan
berbeda dengan sistemn sentralisasi. Pengertian dari sentralisasi adalah suatu
pemusatan pada satu titik atau orang, karenanya dalam sistem sentralisasi, segala
kewenangan pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dipusatkan dalam satu
tangan yaitu Pemerintah Pusat.

Kaitan di antara sentralisasi dan desentralisasi menurut Bayu Surianingrat
merupakan pasangan vang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan saling
mempengarahi. Memurut Bavu, sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua ujung
dari sepotong garis. Titik vang bergeser leluasa pada garis vang ditarik antara kedua
ujung menunjukkan kadar sentralisasi atau desentralisasi. Bagaimanapun
ekstrimnya sentralisasi atau desentralizasi pada suatu orpanisasi, titik kadar tidak
akan berada tepat pada salah satu ujung garis. Jadi kesimpulannya tidak ada
seéntralisasi tanpa desentralisasi, karena bagaimanapun juga di dalam sentralisasi
akan sefalu terdapat desentralisasi, demikian pula sebaliknya.”

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, haras ada keseimbangan di antara
Pusat dan Daerah. Untuk menjembatani hubungan vang serasi di antara Pusat dan
Dacrah, maka asas yang baik untuk negara kesatuan adalah dengan memakai asas
desentralisasi. Desentralisasi pada negara kesatuan, berwujud dalam bentuk satuan-
satuan pemerintah yang lebih rendah (teritorial atau fungsional) yang berhak
mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan rumah tangganya.!!

Agar terjalin hubungan yang serasi di antara Pusat dan Daerah, maka
Pemerintah Pusat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pemnerintah Daerah, hal ini diperlukan dalam suatu negara kesatuan seperti Republik

Indonesia vang terdirt dari berbagai macam daerah yang mempunyai kemajemukan,

! EStrong, Medn Pofircal Constiteiions, Sidpwck & Jackson Linuted, London, 1965, hilm, B0 dan B4

" Beyuy SLInani.l.u_.;::H., Drervesrafivard duv Diebawronseay FPemrrrntaoban o Dostewciia, Yty Alogfne, Dreoa Ruoct Press,
_I-.|h|u'|:4| 1981, him.1-2.

U Bagir Manan, Hebeapew. .., Op 220 hlm. 16,
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baik dari segi adat istiadat maupun budaya dan pembentukan pola fikir
masvarakatnya vang beragam yang ditentukan oleh sejarah terbentuknya masing-
masing daerah, Seperti daerah NAD yang adat istiadatnva banyak dideminasi oleh
ajaran-ajaran agama lslam sehingga membentuk daerah NAD menjadi daerah yang
penduduknya berpola fakir islami,

Pembinaan dari pusat kepada daerah ini perlu dilakukan agar program-program
vang dibuat oleh daerah vang berupa peraturan daerah, keputusan daerah atau
kebijakan daerah lainnya dapat serasi dan sejalan dengan tujuan Pusat dalam
menghantarkan Indonesia menuju Welfare Stale atau negara kesejahteraan yang
menjadi tujuan dari negara. Selain pembinaan, tugas dari pusat kepada daerah yang
juga tidak kalah pentingnyva adalah pengawasan, karena itu pengawasan yvang baik
dari pusat kepada daerah dapat menjadikan Republik Indonesia berjalan dengan
baik pula.

Menurut Soehino, hubungan antara Pemerintah Pusat dan FPemerintah Daerah
merupakan hubungan pengawasan, bukan merupakan hubungan antara bawahan
dengan atasan atau hubungan menjalankan pemerintahan seperti halnya hubungan
antara pemerintah di daerah yang bersifal administratif atau pemerintah wilayah
dengan pusat.” Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan,
agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi
bahkan mengancam kesatuan, tetapl pengawasan sebagai pengikat lidak juga dapat
ditarik begitu kencang, karena akan menvebabkan kebebasan desentralisast akan
berkurang bahkan mungkin terputus.”* Menurut Irawan Sogjito, pengawasan
terhadap segala kegiatan pemerintah daerah itu merupakan suatu akibat mutlak
dari adanya negara kesatuan, karenanva dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
pada umumnya harus dinsahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara
tindakan pusat atau negara dengan tindakan daerah, agar Kesatuan negara tetap
dapat terpelihara "

Pengawasan pusat kepada daerah dimaksudkan agar segala tindakan yvang
diambil Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan vang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Fungsi pengawasan sendiri bukanlah untuk

I Soehinag, Penkestuanpen Proverivtihan of datnah, Liberry, Yogy, 1995, blm. 147

" Bugar Mnnan, Hubgopan., O, hlm. 181

" [rwwan Soejiio, Hwswgpes Peweriatad Pered Cias Peovertiriah Emersd, Kaneka Cipsa, Jakarta, 1990, khmc 500, Laho
Bagrr Manon, Mesyenpesy Foar Ovamomr Dasrad, Cernban I PSH Fakalts Hukom ULL Yogyakorn, 2004, hbn, 3540,
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mengekanyg kebebasan daerah sehingga mematikan langkah-langkah daerah untuk
berotonomi dengan luas, tetapi sebagai pengendali agar findakan-tindakan daerah

sesual dengan peraturan vang berlaku

Kedudukan Quanun dalam Sistem Penvelenggaraan Pemerintahan di NKRI

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan
nama: Kanun, vang artinva adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang-
undang, hukum dan kaidah."™ Adapun pengertian Qanure menurut kamus Bahasa
Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.'" Jadi dapat disimpulkan bahwa
pengertian dari Qamun adalah © suatu peraturan perundang-undangan atau aturan
hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD)

D1 masyarakat Aceh, penyebutan Canun terhadap suatu aturan hukum atau
untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur
adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum danjuga adat yang dikeluarkan oleh
Kerajaan Aceh banyak vang dinamakan dengan Q. Qamrun biasanya berisi aturan-
aturan syariat [slam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang CQanun terdapat di dalam UU No11 Tahun 2006 tentang
Pemerimtahan Aceh, vaitu: 1. Oanun Aceh adalah : peraturan perundang-undangan
sefenis'” peraturan daerah provinsi vang mengatur penvelenggaraan pemerintahan
dan kehidupan masyarakat Aceh.'® 2. Qunun kabupaten/kota adalah peraturan
perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur
penvelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyvarakat kabupaten/ kota di
Aceh” Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahhwa maksud dari Qamn dapat
disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesta, tetapi pada
dasarmya pemahaman Qanur vang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah
tepat. (anun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan
di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam vang menjadi

kekhususan dari NAD, halini berbeda dengan daerah lain vang aturan-aturan dalam

* Pusar Pemnbinun Eran Penpembangan Tahass Departemen Peodidionn Doo Bebuduyonn, Ko Bear Bate
dacanetie, Takad Pudialn, Jakarhi, hlm. 442,

“Mahwnid ume, Kivmws <lnoicIedsweria, PT Hidahurya Agung, Jakarts, 1989, him_ 357

T afenemt ki besar bahosa Indonesis, e, Ci, hlm, 417, ata sejerns dapat chartikan dengan sehangsa,
SECTYRCTTE BT BERI

" Paral ] paghka 23 UL B 1T Tahun 2006,

W Fasal | mogka 22 UL Mo, 11 Tubun 20606,
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Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan
Perda lamnya di Indonesia, aturan-aturan (fanien dapat berisikan aturan-aturan
hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar‘iah.

Jadi pengertian Quuun tidaklah sama :.IL*J‘LEan Perda, karena isi dari Qanun
haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan
syvari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan
UL Mo, 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU
Mo 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:™ jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut: ULD RI Tahun 1945, UL /Peraturan Pemerintah
Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
Pada permjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah
provins adalah Qenun vang berfaku di Daerah Provinst Nanggroe Aceh Darussalam
dan Perdasus serta Perdasi vang berlaka di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan Qannin diakui dalam huerarki
perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman
dalam UU Ne. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan Qanun.
FPemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan
pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang
kekhususan vang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan
kekhususan vang di berikan Pasat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan
Qanun tentang jmavat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di
hahkamah Svar'iah. Hanya saja memang produk dari Qanun ini harus memenuhi
syarat-syarat yvang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak: boleh
bertentangan dengan: agidah, syar'ivah dan akhlak yang dalam penjabarannya
meliputi: ibadah, abwal al-swakfishigal (hukum keluarga), muanalah (hukum perdata),
ftraiatt (hukum pidana), gadha’ (peradilan), tarbiyah {pendidikan), dakwah, sviar dan
pembelaan [slam* Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda
lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari Janmun ini, dapat

disimpulkan bahwa pengertian Qunun dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut

= Rasal T UL Mo 10 Tishism: 2004,
= Libnt kerenoumn dalam Paspl 123 UL Be 11 Taloe 2004,
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Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : semacam, !?I,."I:'LIFIII'I:IRJE,’TI san Perda,
tetapi dari segi isinva berbeda, karena Qanen mempunvai keistimewaan yang tidak
dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan Qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan
sebagai berikut; 1, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provins:
Daerah lstimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan
Gamen terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 vang mengatakan bahwa : Qv Provinsi
NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilavah
Provinsi M AL dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; 2. UU No. 10 Tahun
2047 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Penjelasan Pasal 7
avat (2}a, yvang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi
adalah Qanior yang berlaku di daerah NAD dan perdasus serta perdasi yang berlaku
di propinsi Papua; 3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 21
dan 22 menvatakan bahwa : Unnun adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat Aceh.

Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Pusat Terhadap Qanun di Nanggroe Aceh

Darussalam

Pada dasarnya mekanisme pengawasan pusat terhadap Qennn sama dengan
pengawasan pusat terhadap perda di daerah lainnya, Dimulai dari pembuatan perda
atau (anun sampail dengan pelaksanaan perda atau Qanun, tetapi yang menjadi
persoalan adalah pengawasan terhadap Qunun vang berisi aturan-aturan tentang
pelaksanaan svariat Islam.

Pada pembuatan, pelaksanaan sera pengawasannya, Qamun dapat dibagi
menjadi dua katagori vaitu: Qanen Umum dan Qenwn Khusus. Pembagian Quoreun
menjadi dua katagori ini dikarenakan : Pertamn, isi dari Qrimun yang berbeda antara
L umum dan Qartet khasus, (1) Qamr Umum, yaitu Qe yang berisi aturan-
aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Isi Qanunn umum ini
mempunyal persamaan dan perbedaan dengan ketentuan atau isi perda daerah

lainnya. Persamaannya, isinya berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hal

" Kennus Besor Bahasn Indoerisio, O <, blm. 411
B Telah dhicabwr dan dinyarakam telak bedaka oleh UL Moo 127 Tahoen 2011 entng Pembentukan Peraniean
Fenundang -undangan,
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penvelenggaraan pemerintahan seperti di bidang: pajak, retribusi, AFBD, RUTR,
dan semua urusan vang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau
kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan daerah lainnva adalah;
bahwa setiap 1s1 Qamm hdak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, (2) Qamen
Khusus, vaitu Qurrun yvang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan
pemerintahan daerah NAD. Kriteria Qanun khusus yaitu: a, kehidupan beragama
di WAD harus dilandasi oleh ajaran Islam. b, kehidupan hukum adat haruslah
berlandaskan ajaran Islam. c. penvelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan
ajaran Islam. d. Peran Ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu
Llama harus di ikut sertakan dalam pembuatan Qarun, agar kebijakan vang dibuat
tidak bertentangan dengan aparan Islam vang telah memad: Violksgest atau jiwa bangsa
dari masyarakat Aceh
Keduwa, berdasarkan mekanisme pengawasannya. (a) pengawasan terhadap
Canure umuom, yvang dilaksanakan sesual dengan ketentuan vang telah diatur dalam
ULl Mo, 32 Tahun 2004 yvaitu: pengawasan preventif dan pengawasan represif. (b)
pengawasan terhadap Qann khusus. Pengawasan berhadap Cani inl diatur dalam
UU Mo, 11 Tahun 2006 vang mengatakan bahwa:™ (1) pengawasan pemerintah
terhadap anun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. {2)
Pemerintah dapat membatalkan Qanun vang bertentangan dengan @ kepentingan
umum, antar Qunun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali
dhi atur laindalam undang-undang ini. (3) Qamun dapat diuji oleh Mahkamah Agung
sesual dengan peraturan perundang-undangan. (4) Qanun sebagaimana dimaksud
pada avat (3) vang mengatur tentang pelaksanaan syari‘at Islam hanya dapat
dibatalkan melalui upi materi oleh Mahkamah Agung, (5} Sebelum disetujui bersama
antara Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota dan DPRK, pemerintah
mengevaluasi rancangan (oanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi
rancangan APBK, (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (5) bersifat
mengikat Gubernur dan bupati/ walikota untuk dilaksanakan
Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam
mekanisme pengawasan vang dilakukan pusat terhadap Qanun, Terhadap Qarmim
yvang bersifat umum dilakukan melalul mekanisme vang di atur dalam UU No. 32

Tahun 2004, sedangkan pengawasan terhadap Clamior khusus berdasarkan Pasal 235

# Masal 235 U0 Mec 11 Tahaen 2006
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ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 yaitu: Qamun yang mengatur tentang pelaksanaan
syariat Islam hanva dapat dibatalkan melalui uji material oleh Mahkamah Agung,

Terlihat dari ketentuan di atas bahwa Pemerintah Pusat tidak dapat
membatalkan pemberlakuan suatu Qamiin vang bersifat khusus yang berisi
pelaksanaan svariat Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri, karena
konsekuensi dart suatu pengawasan adalah berupa revisi, penangguhan atau
pembatalan suatu Chanun,

Pengawasan Musat terhadap I:ilnmm mutlak diperlukan, agar penvelenggaraan
pemerintahan di NAD dapat berjalan dengan baik dan lancar, oleh karenanva
diperfukan perubahan terhadap Pasal 235 avat (4) UL No. 11 Tahun 2006 vaitu yang,
mengatakan: Qaran vang mengator tentang pelaksanaan syari‘at Islam hanva dapat
dibatalkan melalui uji materiil oleh Mahkamah Agung, karenanya perlu dibuat suatu
mekanisme pengawasan terhadap Qoreun khusus, agar fungsi pengawasan yailu
sebagai pembatas terhadap kekuasaan daerah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitianini, di dapat suatu rumusan mekanisme pengawasan
terhadap Chinun khusus im vaitu @ mekanisme pengawasan represit, Dengawasan
represit dianggap terbatk bagi pusat untuk mengawasi Quauin khusus ini didasari
pertimbangan bahwa: (1) Walaupun pada dasarnya pemerintah Aceh menginginkan
bila vang dapat membatalkan pemberlakuan Grrm Khusus ity hanya Mahkamah
Agung saja, ketapt harus menjadi perhatian bahwa daerah N AD masuk dalam wilavah
MNEERI, karena itu pengawasan pusat terhadap Qamen mutlak harus ada, Hal ini didasari
karena bentuk negara yang dipilih di Indonesia adalah negara kesatuan, Dalammnegara
kesatuan pelaksanaan penyelenggaraan otoritas tertinggi berada dalam satu kekuasaan
pusat. Hakikat negara kesatuan sendiriadalah negara yang kedaulatannya vang hidak
terbapi. Demikian pula dalam pengawasan terhadap Qunun, harus dilakukan oleh
pusat sebagai konsekuensi dari negara kesatuan. (2) Pengawasan represif ini dianggap
lebih baik, karena NAD masih dapat membuat Qurun khusus tersebut tanpa harus
menunggu pentlaian dari pusat terlebih dahulu, sehingga NAD tidak merasa di
intervensi oleh pusat. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, karena pada

dasamya pemerintah Aceh masih mempunyvai sifat curiga kepada pusat.

konsekuensi Hukum dari Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Qanun di NAD

Ketentuan tentang pengawasan dan konsekuensi hukum yang timbul dari

pengawasan Musat terhadap Qunun tercantum dalam Pasal 235 UU Ne. 11 Tahun
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2006: (1) pengawasan pemerintah terhadap Qunne dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah dapat membatalkan Clenun vang
bertentangan dengan : kepentingan umum, antar {Januy dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kecuali di atur lain dalam undang-undang int. (3) Qanun
dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
{4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) vang mengatur tentang pelaksanaan
syari‘at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.
{5) Sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPEA serta bupati/walikota
dan DIFRK, pemerintah mengevaluasi rancangan e tentang APBA dan Gubernur
mengevaluasi rancangan APBK (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padaavat
(3} bersifat mengikat Gubernur dan bupati / walikota untuk dilaksanakan.

Dari ketentuan Pasal di atas ada beberapa hal menarik vang dapat dicermati
vaitu: (1) indikator dari pembatalan Qanuer adalah apabila bertentangan dengan :
kepentingan umum, apabila bertentangan dengan antar Qanun dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali di atur lain dalam undang-undang
ini. (2) pada ketentuan avat (4) disebutkan bahwa terhadap Qurun vang berisikan
ketenfuan tentang kekhususan vaitu mengatur pelaksanaan svariat [slam hanya
dapat dibatalkan melalui hak uji material oleh Mahkamah Agung.

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh,
pemerintahan kabupaten/ kota dan penyelenggaraan tugas pemhaﬂtuan.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di NAD berbeda dengan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah lainnya, dimana NAD mendapat kekhususan dalam hal
menjalankan syariat [slam. Karenanva dalam pembuatan Qanun di NAD dibedakan
dalam dua bagian, vaitu: (1) Qanwn yang memuoat kebijakan-kebijakan
penvelenggaraan pemerintahan secara umum (untuk selanjutnya disebut Qann
Umum], dalam artian sama dengan perda lainnya di Indonesia dan, (2) Qanun vang
berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus [untuk
selanjuinya disebut Qmrim Khusus) vang diberikan kepada NAD.

Dari ketentuan Pasal 235 ayat (1) ULT No. 11 Tahun 2006 terlihat bahwa
pengawasan terhadap Qanun dilakukan oleh pemerintah sesua dengan peraturan
perundang-undangan. Jadi dapat ditegaskan di sini bahwa Pemerintah yvang
mengawast pelaksanaan dan Qanmun, baik u Qe umume atau Qanun khusuas,
Konsekuensi dari pengawasan menurut peraturan perundang-undangan adalah

berupa; evaluasi, revisi, penangguhan, sampai dengan pembatalan Qurun.
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Pengawasan Qi dilakukan oleh Pemerintah, karenanya sudah seharusnya bila
pemerintah dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap Qanun yang diawasinya.
Tetapi vang menjadi kerancuan dalam tata cara berfikir hukum ata negara dalam UU
M. 11 Tahun 2006 adalah, bahwa untuk Qonin khusus, konsekuensi hukum vang
berupa pembatalan hanva dapat dilakukan melalui hak uji material di Mahkamah
Agung, Terlihat di sini bahwa permerintah pusat tidak dapat membatalkan Qonun khusus

Sevogyanva, pemerintah pusat dapat membatalkan Qanun yang dianggap
bertentangan dt’ﬂ:’g_‘:'-ﬂ n perafuran p::ruudun};-unr_{m\gan vang telah ditentukan, apapun
bentuk Qanun itu, apakah berbentuk Qanun khusus ataupun berbentuk Clarun
umum, hal ini berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang di pilih bangsa Indonesia
vaitu berbentuk negara kesatuan. Konsekuensi dari pertanggungiawaban itu adalah
dapat diterima atan tidaknya kebjakan penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi
sudah sewajarnya bila pemerintah pusat dapat memberikan sanksi-sanksi hukum
kepada daerah berupa revisi, penanguhan atau pembatalan suatu Qanus, Jika NAD
tidak berkenan dengan pembatalan Qonun tersebut, dapat pengajukan keberatannya
kepada Mahkamah Agung melalui mekanisme pengujian secara material.

Di Indonesia terjadi dualisme pengaturan penilaian atau pengujian terhadap
Peraturan Daerah (dan juga Qanmn), vaitu pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah
sebagai badan administrasi dan pengujian vang dilakukan oleh Mahkamah Agung
sebagai badan yudisial. Pada dasarnva pengawasan terhadap suatu peraturan daerah
adalah wewenang dari pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif untuk
mengawasinya, adapun Mahkamah Agung adalah lembaga yudisial yang hanya
dapat melakukan pengujian setelah dimintakan pendapatnya melalui permintaan
untuk melakukan hak up material.

Dualisme ini terlihat dalam ketentuan yang mengatakan bahwa pemerintah
dapat membatalkan peraturan daerah,® ketentuan ini yang melandasi pusat untuk
melakukan pengawasan terhadap Perda/ Qanun, dan dapat memberi sanksi berupa
pembatalan bila Perda/Qemun itu dianggap bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah
lainnya. Selanjutnya kepada daerah vang tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah

Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah,

* Lihat ketensuan Pasql 145 (3, () LI i, 32 Tl 2004,
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Ketentuan ind yang melandasi MA untuk melakukan hak uji material terhadap
Perda/ Q. Hak uji material sendir dimaksoudkan agar BAA da pat rrierilai apﬂkah
isi dari Perda/ Qanun vang dianggap bermasalah itu telah sesuai atau tidak denpgan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Kewenangan MA untuk menguji Perda terdapat di dalam Pasal 24 A (1)
Perubahan ke 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa :Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
unlang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyal wewenang lainnva yang
diberikan oleh undang-undang. Dualisme terhadap pengupan Perda yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini menimbulkan
kKetidakpastian, siapakah vang lebih berhak memutuskan kata akhir, apakah
pengujian secara yudisial ataukah pengajian secara non yudisial,

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpilkan bahwa, konsekuensi dari adanya
suatu pengawasan pusat terhadap Qanan baik Qamin umum dan Canure khusus
adalah berupa: kewenangan pusat untuk merevisi, menangguhkan atau
membatalkan seatu Canien vang dianggap bertentangan dengan kepentingan urmum,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta (Canun vang bertentangan

dengan ajaran Islam yang menjadi jiwa bagi masyvarakat Aceh.

Penutup

Substansi Qunun tidak sama dengan peraturan daerah, karena isi dari Qanun
haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan
svari at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
UL No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pengertian (anun disamakan
dengan peraturan daerah di daerah lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam UL No. 11 Tahun 20, isi Qanin dibagi menjadi
dua, yaitu Qarun Umum dan Qi Khusus, a) mekanisme pengawasan terhadap
Qanun Umum adalah berupa pengawasan represif dan preventif. Pengawasan
represif vaitu dengan meneliti atau memeriksa Qanun yang disampaikan
pemerintahan NAD kepada pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan pengawasan

kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah terhadap Qanun yang dibuat oleh
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Pemerintaly Daerah Kabupaten dan Kota setelah berkoordinasi dengan instansi
terkait. Selain it untuk menjaga kepastian hukum, maka pengawasan pusat terhadap
Qanun tidak bisa hanva memakai pengawasan represit saja, tetapi juga harus
memakal pengawasan preventif. Bentuk pengawasan preventif ini selain dalam hal
mengesahkan atau tidak mengesahkan Perda, juga dalam hal bimbingan, petunjuk
dan rambu-rambu, sehingga pemerintahan NAD dapat menghasilkan Qunur yvang
dapat diterima oleh semua kalangan, baik pusat maupun masvarakat NAD. b)
adapun mekanisme pengawasan terhadap Quenun Khusus adalah: pengawasan
represif, Hal ini didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut : (1) dalam negara
kesatuan pelaksanaan penvelenggaraan otoritas tertingg berada dalam satu
kekuasaan pusat. Hakikat negara kesatuan sendiri adalah negara vang
kedaulatannya yang tidak terbagi. Demikian pula dalam pengawasan terhadap
e, harus dilakukan oleh pusat sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, {2)
pengawasan represit ini dianggap lebih baik, karena NAD masih dapat membuat
Charnin Khusus tersebut tanpa harus menunggu penilaian dari pusat terlebih dahulu,
sehingga NAD tidak merasa di intervensi oleh pusat. o) tungsi pengawasan terhadap
Warun khusus dapat berjalan dengan baik bila dibuat suatu lembaga atau badan
pengawas vang mengawasi dari mulai pembuatan Qanun sampai dengan
pelaksanaan Qanun khusus, agar sesual dengan tujuan NKRI vaitu negara
kesejahteraan.

Konsekuensi dari adanya pengawasan Pusat terhadap Qanur, baik (anun
Umum atau Qanun Khusus adalah berupa : kewenangan Pusat untuk merevisi,
menangguhkan atau membatalkan suatu Qanun yang dianggap bertentangan
dengan: kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta
Qaran vang bertentangan dengan ajaran [slam yang menjadi jiwa bagi masyarakat
Aceh.
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